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. Bahwa dalam rangka pelaksanaan dan penerapan Tala Kelola

Parusahaan di PT Pindad (Persero) serta penyesuaian dengan
perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
kebutuhan Perusahaan, peru mefakukan perubahaan pads SKEP
Momor | SKEP/22/P/BD/XIFZ018 Tanggal 21 Desember 2021 tenlang
Pedoman Tata Kelola Perusahaan yeng Baik PT Pindad (Persero) | Good
Corporale Governance Codal,

. Bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksid dalem bubr 1

{satu), peru manetapkan Pedomean Teta Keiola Perusahaan

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tanggar 19 Juni 2003 tentang
Bacan Usaha Milik Negara.

Undang-undang Momor 40 Tahun 2007 tanggal 15 Agustus 2007 tentang
FPerseroan Tarbatss

Feraturan Manten Negara BUMN Nomor: PER-D1/MBLIFZ071 tanggal 01
Agustus 2011 tentang Penerapan Tats Kelola Parusahasn yang Baik
(Good Comporate Gowvemance) pada Badan Usaha Mikk Negars,
sebagaimana {elsh diubah dengan Paraturan Menteri Negars BUMN
Memor: PER-08/MBU2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Parubahan atas
Peraturan Menterd Negara BUMN Nomor: PER-01/MBLI2011 tentang
Penerapan Tata Kelola Perusshasn yang Bak (Good Corporale
Govemance) pada Badan Uisgha Milik Negara

. Keputusan Sekretans Kementerian Badan Lsaha Millk Negara Momor

SK-16/S.MBLI2012 tanggal & Juni 2012 fentang Indiketor/Parameter
Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelcla Perusahaan yang
Baik {Good Corporafe Governance) pada Badan Usaha Milik Negara,

Anggaran Dasar PT Pindad (Perserc) yang telah dibuat cleh Notans Hadi
Moenicro, SH dengan Akia Momor 30 tanggal 29 April 19583, dan telah
disahkan oleh Menten Kehakiman Rl Nomor C2-484-HT01, Tahun 1584,
yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan akia Notaris Mining
Puspitaningtyas, SH Nomaor 15 tanggad 07 Juli 2008
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Tembusan:

- Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan

Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomaor .
KEP 4/H1.00.01/00.0000.210528005/B/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021
tentang Perjanjian Kera Bersama (PKE) antara PT Pindad (Persero)
dengan Serikal Pegawal Pindad (SPP), Serikat Pekerja Karyawan
Pindad (SEPAKAD), Serikat Pekerja (SP) Pindad.

. Burat Kepulusan Dirsksi PT Pindad (Perserc) Momor

Skep/3/PBOVIFZ01T tanggael 4 Oktober 2017 tentang kabijakaﬁ
Penerapan Good Corporate Govemance (GCG) di PT Pindad (Persero).

. Surat  Keputusan Direksi PT Pindad (Persero) MNomor

Skep/1/PIBOVWINZ2020 tanggal 3 Agustus 2020 beserta perubahan
pertama Nomor: Skep/1a/P/BDA 12020 tanggal 30 Desamber 2020 dan
perubahan kedua Nemor: Skep/1b/P/IBDVII20201anggal 12 Maret 2021
tentang Organisasi dan Tata Kena PT Pindad (Persero).

MEMUTUSKAN

Keputusan bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Pindad (Persero)
tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan vyeng Bak di
FT Pindad (Persero) (Good Corporate Govemance Code) sebagaimana
tersebut pada lampiran keputusan ini, yang merupakan satu kesatuan
dan bagian yang tidak tarpisahkan dari keputusan ini.

Dengan ditetapkan keputusan ini, maka Keputusan Bersama Dewan
Komisaris dan Direksi PT Pindad (Persero) MNomor
SKEP/ZZ/PBD/XII2018 tanggal 21 Desember 2018 lentang Pedoman
Tata Kelola Perusshaan Yang Bak PT Pindad (Persero) (Good
Corporate Govemance Code), dicabut dan dinyatakan tidak beraku,

. Kepulusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila

di kemudian har terdapat kekeliruan skan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.
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1.

TENTANG PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
(GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

LATAR BELAKANG

PT Pindad (Persero), selanjutnya disabut Parsernan atau Perusahaan menyadan bahwa
penerapan GCG secara sistematis dan konsisten merupakan kebuluban yang harus
dilakganakan. Penerapan GCG di Perusahaan diharapkan akan dapal memacu
perkembangan bisnis. akuntabiltas sera mewujudkan nilai pemegang saham dalam
jangka panjang tanpa mengabaikan kepentingan sfakeholders lainnya.

FPedoman Tata Kelola Perusahaan (GCG Code) fersebul berisikan prinip-prinsip
pengelolaan Perusahaan yang dalam implementasinya dikutl dangan berbagal kebijakan
serna peraturan teknis sasuai kebutuhan Parsercan

Fedoman Tata Kelola Perusahaan bersifal dinamis dan terus dikembangkan yang
disesuaikan dengan kondisi internal maupun kondisi eksternal. Sehingga evaluasi dan
penyelarasan senanfiasa terus dilakukan untuk mencapal tingkat standar kera yang
mermadal

PEMAHAMAN

Fenerapan Praktek GCG berdasarkan Peraluran Menteri Badan Usaha Milik Negara
Nomor PER-D1/MBLU/2011 diarikan sebagal prinsip-prinsip yang mendasari suatu
proses dan mekanisme pengelolaan Perusahaan berandaskan peraturan perundang-
undangan dan etika berusaha,

Tata Kelola Perusahaan yang Balk (GCG) merupakan seperangkat peraturan yang
mengatur hubungan antar Dewan Komisaris dengan Direksi serta pelaksanaan Rapat
Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilakukan sebagai alat pertanggungiswaban
masing-masing Organ Perusahaan tersebut terhadap stakeholders.

Felaksanaan GGG membutuhkan pengelclaan manajemen Ferseroan yang mengatur
hubungan antara Direks: dengan organ-organ yang ada di bawahnya termasuk Pegawal
sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Persercan.

TUJUAN

Penerapan GCG di Perseroan berujuan untuk |

a. Terlaksananya pengelolaan. Persercan berdasarkan prinsip-prinsip GCG
diorientasikan kepada peningkatan nilai shareholders dan stakeholders.

b. Mengoptimalkan mila Perusahaan agar memiliki daya saing yang kuatl, Baik secara
nasional maupun intemasional sehingga mampu mempertahankan keberadaannya
dan hidup berketanjutan uniuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan.

c. Mendorong pengelolaan Perseroan secara profesional, efisien dan efektf, sera
memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandidan organ Perusahaan.

d. Mendorong agar organ perseroan dalam membuat kepulusan dan menjalankan
tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan dan anggaran dasar, serta kesadaran skan adanya
tanggungjawab sosial Perseroan tferhadesp pemangku kepentingan maupun
kelestarian lingkungan di sekitar Perusahaan,

4. ACUAN.....
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4. ACUAN PEDOMAN
Panyusunan Pedoman GCG int mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

C.

Undang-Lindang, vang maliputi;

1) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2002 langgal 19 Juni 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara,

2) Undang-Undang Rl Momor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang
Perseroan Terbatas,

3)  Undang-LUindang Rl Nemar 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,

4) Undang-Undang R Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik,

5) Undang-Undang Rl MNomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan [nformasi
Publik,

6] Undang-Undang RI Momor 31 Tahun 1989 tentang Pamberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor
20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Momor 31 Tahun 19599
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

7) Uncang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1998 lentang Penyelenggaraan Megara
yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepaotisme.

Paraturan/Keputusan Menten Megara Badan Usaha Milik Megara, yang mefiputi:

1) Peraturan Menter Negara BUMN MNomor. PER-01/MBUMZ011 tanggal 01
Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Peruzahaan yang Bak (Good
Corporate Govermnance) pada Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menter Negara BUMMN Momor PER-08/MBLIZD12
tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubshean atas Peraturan Menten Negara BUMN
Nomor PER-01/MBLI2011 tentang Penerapan Tala Kelola Perusahaan yang
Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara,

2} Keputusan Mented MNegara Badan Ussha Milk MNegara Nomor
KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesahatan BUMN,

3} Keputusan Menterd MNegara Badan Useha Milik MNegara Nomor
KEP-101/MBLI2002 tentang Penyusunan RKAP BUMN,

4) HKeputusan Menteri MNegara Badan Usaha Mk Megara Nomor
KEP-102WMBLI2002 tentang Panyusunan RJPP BUMN,

5} Keputusan Sekretaris Kementeran Badan Usaha Milik Negara MNomeor:
SK-16/5 MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator’Parameter Penilaian
dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good
Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.

Akta Pendinan FT Pindad {Fersero) yang telah dibuat odah Motaris Hadi Moentoro,

SH dengan Akta Nomor 30 tanggal 29 April 1983 dan telah disahkan oleh Menteri

Kehakiman Ri Nomor C2-484-HT01-01 th 84 tanggal 20 Januan 1984, yang telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan akta MNotaris Nining Puspitaningtyas, SH. MH

Momor 273 tanggal 24 Februan 2017.

Keputusan Direktur Jendera! Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial

Tenaga Kera Nomor - KEP.4/HI.00.01/00.0000.210528005/BM1/2021 tanggal 15

Juni 2021 tentang Perjanjian Kerja Bersama (FKB) antara PT Pindad (Perserg)

dengan Serkat Pegawai Pindad (SPP), Serikal Pekerja Karyawan Pindad

(SEPAKAD), Senkat Pekerja (SP) Pindad.

fe. Surat....,

Pedaman Tats Keloles Perumahaan yang Balk PT PINDAD (Porsers)
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Surat Keputusan Direksi PT Pindad {Persero) Nomo r SKEP/3/IPIBDIX/2017 tanggal
4 Oktober 2017 tentang Kebijakan Penerapan Good Corporate Governance (GCGE)
di Lingkungan PT Pindad (Persero).

surat Keputusan Direksi PT Pindad (Parsero) Nomor: Skep/1/P/BONVIIII2020 tanggal
3 Agusius 2020 beserla perubahan pertama Nomor: Skep/1a/P/BD/VIIZ020 tanggal

30 Desember 2020 dan perubahan kedua Nomor: Skep/1/P/IBDNIINZ020 tanggal 3
Agustus 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Pindad {Persero).

5. RUANG LINGKUP
Fuang Lingkup yang diatur dalam pedoman ini meliputi:

b,
c
a

a

b.

Hubungan antara Perseroan dengan Pemegang saham.

Fungsi seria peran Dewan Komisans.

Fungsi serla peran Direksi

Hubungan aniara Perseroan dengan Pemangku Kepentingan seperni Pegawai,
Felanggan dan mitra kerja serta masyarakat.

Prinsip-prinsip mengenal Kebijakan Perseroan yang penling sepert Kebijakan
tentang Sistem Manajemen Perusahaan, Sistem Pengendalian Internal, Manajemen
Risiko, Akuntansi dan Keuangan, Pengembangan Lisaha, Larangan Pembearian dan
Fenenmaan Hadiah, Suap, dan Sejanisnya, Benturan Kepentingan, Hubungan
dengan Anak Ferusahasn dan Pihak Terafiliasi, Kepaiuhan Hukum, Pengadaan
Barang/Jasa, Insider Trading, dan Kebijakan lainnya

DEFINISI DAN PENGERTIAN

FT Pindad {Persaero) adalah keseluruhan Organ Perseroan meliputi Rapat Umum
Pemegang Saham (RUFS), Dewan Komisans dan Direksi, serta Pegawai Perseroan
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah Organ Perseroan yang mempunyai
wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisarie dalam batas
yang ditentukan Undang-Undang Ferseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar.
Dewan Komisariz adalah Dewan Komisaris PT Pindad (Persero) yang merujuk
kepada Dewan [Board).

Anggota Dewan Komisaris adalah Angota dan Dewan Komisars yang merujuk
kepada individu dan bukan Dewan (Board)

Direksi adalah Direksi PT Pindad {Persero) yang merujuk kepada Dewan (Board),
Anggota Direksi adaiah anggota dari Direksi yang menunjuk pada individu dan bukan
dewan (Board),

Pegawal Perseroan selanjulnya disebut Pegawai adalah tenaga kerja yang telah
memenuhl syarat-syarat yang ditentukan dan diangkst sebagai Pegawa Tetap
dengan Ketetapan Perusahaan yang diberikan Hak dan Kewajiban menurut
ketentuan yang berlaku di Perusahaan.

Jajaran Perseroan adalah kessfuruhan Anggota Dewan Komisans, Anggota Direksi
dan Pegawal Perseroan

Jejaran Manajemen adalah Direksi beserta Pejabat 1 {3atu) tingkst di bawah Direks|
yang membantu pengelolaan Persercan.

Famangku Kepentingan, yang selanjutnya disehut Stakehoiders adalah setiap pihak
yang ferkat balk secara langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan
operasional Persaraan,

Mk Komisaris. .. ..

Pedloenan Tata Balola Pesusahaan yamy Balk @7 FwD.ﬂD-:F'arszEfull
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o

Komisans Independen sdalah Anggota Komisans yang memanuhi  kriteria
ndependensi sesual peraturan perundang-undangan danfatau praktik terbaik GCG.
Kromite Audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka
membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisars untuk menghkaji guna
memastikan efektivitas sistem pengendalian internal, efektivitas pelaksanaan tugas
auditor internal dan eksternal, serta mengkaji dan menyetujui semua informasi yang
disiapkan untuk pihak lain,

. Komite Nominasi dan Remunerasi adalah Komite yang dibantuk Dewan Komisans

dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisans untuk
medakukan review, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Sistem Pengelolaan
Taelenta (Talent Management System) dan melakukan evaluaszi atas kebijakan
remunasi bagl pegawal yang membutuhkan persetujuantanggapan dari Dewan
Komisans.

Auditor Ekstemal adalah Akuntan Publik yang ditunjuk cleh RUPS untuk melakukan
audit alas Laporan Keuangan Persaroan

Perusahaan adalah PT Pindad (Persarn).

VISI DAN MISI PERSEROAN

Visi

Menjadi top 100 perusahaan perahanan global pada tahun 2024, dengan menawarkan
golus produk berkualitas tinggl, metalui inovasi dan kemitraan strategis.

Misi

Malzksanakan usasha terpadu di bidang peralatan pertahanan dan keamanan serta

peralatan industrial untuk mendukung pembangunan nasional dan secarm khusus untuk
mendukung pertahanan dan keamanan MNegara.

TATA NILAI BUDAYA PERUSAHAAN

Untuk mencapai visi dan misi Perusahaan, PT Pindad (Persero) menuangkan ke dalam
B (enam) tata nilai budaya Perusahaan, yaitu

Amanah

Definisi: Memegang teguh kepercayaan yang dibenkan.

Panduan perilaku:

1) Memenuhi janji dan komitman,

2) Bertanggung jawab atas lugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan.
3) Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.

. Kompeten

Definisi: Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas

Panduan perilaku:

11 Meningkatxan kompetens| din untuk men@awab tantangan yang selalu berubah.
2) Membantu orang lain belajar.

3 Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.

. Harmonis
Definisi: Saling peduli dan menghargal parbadaan
Panduan penlaku:
1) Mengharga: setiap orang, apapun latar belakangnya.
2) Suka manolong orang lain
3} Membangun ingkungan kerja yang kondusi,

id. Loyalf... .
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d. Loyal

Definisi: Berdedikasi dan mengutamskan kepentingan Bangsa dan Negara.

FPanduan perilaku

1]  Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN dan Negara

2] Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar,

3] Paluh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.
&, Adaphf

Definisi: Terus bernovasi dan antusias dalam menggerakan ataupun menghadapi
perubahan.
FPanduan perilaky :
1} Cepal menyesuaikan din untuk menjadi lebih baik.
2} Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi,
3) Berindak proaktif.
f. Kotaboratif
Definisi: Membangun kerja seama yang sinergis
Panduan periiaku:
1} Memben kesampatan kepada berbagai pihak untuk berkontrbusi.
2) Terbuke dalam bekeria sama untuk menghasikan nilai tambah.
3) Menggerakkan pemanfastan berbagai sumber daya uniuk tujuan bersama,

BAB Il
PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Perusahaan senantiasa menerapkan seluruh pringip-prinsip GCG dalam setiap aktivitas
pangatolaan Parseroan yang meliputi

1. TRANSPARANSI (TRANSPARENCY)

Prinsip transparansi yaitu keterbukasn dalam melaksanakan proses pengambilan
keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi matenal dan relevan
mangenai Perseroan,

2. AKUNTABILITAS (ACCOUNTABILTY)

Frinsip akuniabilitas yaitu kejelasan fungsi, pelaksanasn dan pertanggungjawaban Crgan
Perseroan sahingga pengalolaan Perusahaan teraksana secara afekdif,

3. PERTANGGUNGJAWABAN (RESPONSIBILITY)

Prinsip pertanggungjawaban railiu kesesuaian di dalam pengelolaan Perusahaan
terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sahal.

4. KEMANDIRIAN (INDEPENDENCY)

Frinsip kemandirian yaitu keadaan di mana Perusahaan dikelola secara profasional fanpa
benturan kepentingan dan pengaruhitekanan dar pihak manapun yang tidak sesuai
dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip karporasi yang sehat,

/5. KEWAJARAN. ...

Pedaman Tala Keloda Perasahaan yang Balk PT PINDALD [Feraare|
Ecksi 2021



5. KEWAJARAN (FAIRNESS)

Prinsip kewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hsk pemangku
kepentingan (sfakeholders)] yang timbul berdasarkan penanjian dan peraturan
perundang-undangan,

Perseroan akan selalu memastikan agar pihak yang berkepentingan dapat mengaksekusi
hak sesual paraturan perundang-undangan yang berlaku. Peseroan juga akan selalu
memastikan agar Perseroan dapat mengeksekusi haknya terhadap pihak yang
berkepentingan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB lil
ORGAN PERSERDAN
1. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

a RUPS merupakan Organ Perseroan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan
kepada Dewan Komisaris dan Direksi, sesuai dengan peraluran perundang-
undangan yang berlaku dan‘atau Anggaran Dasar Perseroan. RUPS merupakan
wadah bagi Pemegang Saham dalam melaksanakan wewsnangnya sesual
peraturan perundang-undangan yang beraku.

b, Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan, terdin dari
1} Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan,

2) Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya atau disebult RUPS Luar Biasa,

¢ Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dilaksanakan fap-tiap tahun, terdid darn
1) Hapat Umum Pamegang Saham mengenai persetujuan Laporan Tahunan,

2} Rapat Umum Pemegang Saham mengenal perﬁetu]uan Fencana Kerja dan
Anggaran Perusahaan.

d. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan mengenai persettgum laporan tahunan
diselenggarakan paling lambal dalam bulan Juni setelah penutupan tahun buku yang
barsangkutan, dan dalam rapst tersebut Direksi menyampaikan :

1} Laporan keuangan yang terdir] alas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun
buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebalumnya,
laporan laba rugl dar tshun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan
laporan perubahan ekuitas, berkul catatan atas laporan keuangan tersebut,

2) Laporan mengenal kegiatan Perseroan,

3) Laporan petaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, jika ada,

4) Rinclan masalah yang fimbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan
usaha Perserocan,

5) Laporan mengenai tugas pengawasan yang teiah dilaksanakan oleh Dewan
Komisaris selama tahun buku yang baru lampau,

6) Mama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisans,

7} Gajl dan f{umjanganffasilitaz bagi anggota Direksi dan hononum  dan
tunjangan/fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang
baru lampau,

B) Usulan penggunaan Laba Bersih Perseroan,

9) Hal-hal lain yang perlu persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk
kapantingan Parseroan,
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& Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk menyetujui Rencana Kera dan
Anggaran Perusahaan yang diselenggarakan paling lambat 30 (tige puluh) har
setelah tahun anggaran berfalan (tahun anggaran Rencana Kera dan Anggaran
Ferusahaan yang bersangkutan) dan dalam rapat tersebut Direksi menyampaikan
1} Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan lermasuk proyeksi

Laporan Keuangan,

2) Hakhal lain yang memerdukan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
Untuk kepentingan perseroan yang belum dicantumkan dalam Rancangan
Rencana Kena dan Anggaran Perusahaan,

Dalam acara Rapat Umum Peamegang Saham Tahunan dapat juga dimasukan usul-

usul vang disjukan oleh Dewan Komisaris dan/atau seorang atau lebih Pemegang

Saham yang mewakill paling sedikit 1/10 {satu per sepuluh) bagian dan jumlah

seluruh saham yang telsh dikeluarkan.

g. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapal diadakan setiap waktu
berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

h. Penyelenggaraan RUPS
1) Perusahaan memberikan panggilan kepada Pemegang Saham tepat wakiu yatu

dalam jangka wakiu paling lambat 14 (empat belas) har sebelum tanggal RUPS

diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal

RUPS, memberikan informasi mengenai agenda RUPS, termasuk usul yang

diajukan oleh Direksi,

2) Pemegang Saham berhak memperleh penjelasan lengkap dan informasi akurat
berkenaan dengan penyelenggaraan RUFS, di antaranya :

a} Panggian untuk RUPS, yang mencakup informasi menganal setiap mata
acara dalam agenda RUFPS, termasuk usul yvang direncanakan oleh Direksi
untuk diajukan dalam RUPS, dengan ketentuan apabila informasi tersebut
belum tersedia saat diakukannya panggilan untuk RUPS, maka informasi
dan/atau usul-usul itu harus disediakan di kantor Persroan sabelum RUPS
diselenggarakan,

b} Metode perhitungan dan penentuan gajifhonorum, fasilitas dan/atau
lunjangan fain bagl setiap anggota Dewan Komisarie dan Direksi, sera
rincian mengenai gajihononum, fasilias, dan/stau tunjangan lain yang
diterima oleh anggota Dewan Komisars dan Direksi yang sedang menjabat,
khusus dalam RLUPS mengenai Laporan Tahunan,

@} Informasi mengenai nincian rencana kena dan anggaran perusahaan dan
hal-hal lain yang direncanakan uniuk dilaksanakan oleh Perseroan, khusus
untuk RUPS Rencana Jangks Panjang (RJF) dan Rencena Kera dan
Anggaran Parusahaan (RKAP),

d) Informasi keuangan maupun hal-hal [innya yang menyangkut Perseroan
yang dimusat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan,

&) Penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai hal-hal yang
berkaitan dengan agenda RUPS yang diberikan sebalum dan/atau pada
saat RUPS berlangsung,

3. RUPS....
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3)

4)

5)

B)

7

8)

RUPS dalam mata acara lain-lain berhak mengambi kepulusan sepanjang

semua Pemegang Saham hadir danfatau diwakili dalam RUFS dan menyeatujui
tambahan mata acara RUPS,

Kaeputusan atas nama acara tambahan sebagaimana dimaksud pada butir 2),
hamus dizetujui dengan suara bulat,

Sefiap penyelenggaraan RUPS wajb dibuaikan risalah RUPS yang sekurang-
kurangnya memual wakiu, agenda, peserla, pendapat-pendapat yang
berkembang dalam RUPS, dan keputusan RUPS,

Rizalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir 5) wajib ditandatangani oleh
ketua RLIPS dan paling sedikit 1 (satu) Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan
oleh peserta RUPS,

Tandatangan sebagaimana dimaksud pada bulir 8) tidak disyaratkan apabila
risalah RUPS tersebut dibuat dengan akte Motaris,

Setiap Pemegang Saham berhak untuk mempernoleh salinan nsatah RUPS.

2. DEWAN KOMISARIS

8. wWawenang Dewan Komisars

1)
2)
3)
4)
3)

8)
7)

8)
g)
109

11}

Melinat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memenksa
kas untuk keperuan verifikasi dan lain-lain, sural berharga dan memenksa
kekayaan Persaroan,

Memasukl pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan,
Meminta penjelesan dan Direksi danfatau pejabat lainnya menganal segala
persocalan yang menyangkut pengelclaan Perseroan,

Mengetahui segala kebijakan dan findakan yang telah dan akan dijalankan céeh
Direksi,

Meminta Direksi danfalau pejabat lannya di bawah Direksi dengan
sepengetahuan Direkss uniuk menghadin rapat Dewan Komisans,

Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisans,
Memberhentikan sementars Angpota Direksi sesual dengan  ketentuan
Anggaran Dasar,

Membentuk komite-komite lain selain Komite Audif, jika dianggap peru dengan
memparhatikan kemampuan Persercan,

Mengaunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tartentu
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar,

Mealakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk
jangka waktu terteniu sesuai dengan Anggaran Dasar,

Menghadin rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hak-
hal yang dibicarakan,

12} Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak berientangan

dangan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar Perseroan, dan/atau
kepuiusan RLUPS.
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b. Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris

Tugas Dewan Komisaris

Dewan Komisaris berugas melakukan pengawesan terhadap kebjakan
pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenal Perseroan
maupun usaha Persercan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan
nasehat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana
Jangka Panjang Perseroan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan
(REAF) sena ketentuan anggaran dasar Perseroan dan keputusan RUPS, serta
peraturan perundang-undangan yang beraku, untuk kepentingan Persercan dan
sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan

1)

2)

Keawajiban Dewsan Komisaris

a} Memberkan nasihal kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan
Ferseroan,

b} Meneliti, menstaah dan menandatangani seta memberikan persatujuan
atau pengesahan terhadap RKAP yang disiapkan Direksi, selambat-
lambatnya sebelum dimulainya tahun anggaran,

) Membearkan pendapst dan saran kepada Rapat Limum Pemegang Saham

d}

al

R}
I}
I}
k)
I

m}

mengenal Rencana Jangka Panjang Perseroan dan Rencana Kerja dan
Anggaran Perseroan mengenal alasan Dewan Komisars menandatangani
RJPP dan REKAPR,

Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan
saran kepada Rapal Umum Pemegang Saham mengenai setiap masalah
yang dianggap penting bagi kepengurusan Persaroan,

Metaporkan dengan segera kepada Rapat Umum Pemegang Saham
apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Parsaroan,

Meneliti dan mensalaah leporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan
Direksi serta menandatangani laporan tahunan,

Membenkan penjelasan, pendapat dan saran kepada Rapat Umum
Pemegang Saham mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta,
Menyusun program kerja tahunan dan dimasukkan dalam REKAP,
Membentuk Komite Audit,

Mengusdlkan Akuntan Publik kepada Rapat Umum Pemegang Saham,
Membuat Risalah Rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya,
Meiaporkan kepada Persercan mengenal kepemilikan sahamnya dan/atau
keluarganya pada Perseroan lersebul dan Persercan kain,

Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang felah dilakukan
s&lama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS,

Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan
pemberan nasehat, sepanjang tidak berentangan dengan peraturan
perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS,

jc. Komposisi... .

Fedoman Tats Kelala Perusahaan yang Balk PT PINDAD [Persers)
Edisd 2021



10

c. Komposisi Dewan Komisars
1) Dewan Komisaris terdin atas 2 (dua) crang anggota atau lebih

£} Kompesisi Dewan Komisaris Parseroan, paling sedikit 20 % (dua puluh persen)
merupakan anggota Dewan Komisars Independen yang ditetapkan dalam
keputusan pengangkatan,

3) Dewan Komisans merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak
dapal berindak sendiri-sendid, melainkan berdasarkan keputusan Dewan
Komisaris.

d.  Organ Pendukung Dewan Komisaris
Calam rangka membantu pelaksansan tugasnya, Dewan HKomisars dapst
membentuk organ pendukung sebagai berikut ;
1) Komite Audit
a8) Fomiie Audit dibentuk dalam rangka membantu tugas Dewan Komisaris
untuk!

(1) Membantu Dewan Komisaris unfuk memasiikan efektivitas sistemn
pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas ekstemal auditor
dan internal auditor,

(2) Menilal pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh
Satuan Pengawasan Intem maupun auditor ekstemal.

(3) Memberikan rekomendasi mengenal penyempumaan sistern
pangendalian manaemen serta pelaksanaannya.

(4) Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan
terhadap segala informasi yang dikeluarkan Parusahaan

(5) Melakukan |dentfikasi hal-hal yang memeardukan perhatian Dewan
Komisarns sera tugas-lugas Dewan Komisaris [ainnya.

b Untuk menjamin obyekfivitas, maka Komite Audit diketuai oleh anggota

Dewan Komisarns yang merupakan anggota Dewan Komisars Independen
atau anggota Dewan Komisans yang dapat berindak independen,

2} Komile Nominasi dan Remunerasi atau nomenklatur lain dengan fungsl yang
sama
a) Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk dalam rangka membantu tugas

Dewan Komisarns untuk

(1) Melakukan review secara berkala atas Sistem Pengelolsan Talenta
(Talent Management System) perusahaan sera monitoring dan
evaluasi atas pelaksanaannya.

(2) Melakukan evaluasi terhadap sistem dan prosedur Pengklasifikasian
Talenta {Talent Classification) yang dilakukan oleh Direks|

(3) Melakukan valdasi dan kalibrasi atas Talenta yang diusulkan oleh
Direksi kepada Dewan Komisans (Selected Talenf), untuk
menghasilkan daftar Talenta yang akan dinominasikan oleh Dewsan
Komisaris kepada RUPS /| Menten (Nominafed Talenf),

(4) Melakukan evaluasi terhadap Calon Wakil Perseroan yang akan
diusulkan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris
perusahaan anak, sebelum digjukan kepada RUPS/ Menten.

i5) Melakukan evaluasi stas usulan Key Performance Indicator Individu
anggota Direksi.

/(6) Menyiapkan. ...
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(B) Menyiapkan usulan sistem evaluasi kinerja individu bagi anggota
Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris,

(7} Menyiapkan usulan program penrgembangan bagl anggota Direksi
dan/atau anggota Dawan Komisans,

(8) Melakukan evaiuasi atas kebijakan remunerasi bagl pegawai yang
membutuhkan persetujuan / tanggapan dan Dewan Komisarnis.

(2) Melakukan evaluasi atas usulan Direksi mengenai struktur organisasi
perusahaan,

by Untuk menjamin cbyektivitas, maka Komite Nominasi dan Remuneras:
tersebut di atas dikeluai oleh Komisars Ltama atau Anggota Dewan
Komisans Independen atau Anggota Dewan Komizans yang dapat
bertindak indepanden

3} Sekretaris Dewan Komisaris

Tugas Sekretans Komisans adalah untuk mendukung tugas Sekretariat Dewan
Komisaris, dengan uraian tugas yang ditetapkan oleh Komisars utama yang
paling sedikit mencakup hal-hal sebagai bariku

a} Menyelanggarakan kegigtan administrasi kesekretarstan di lingkungan
Cewan Komisars,

b} Menyelanggarakan rapat Dewan Komisans dan rapatipertemusn antara
Cewan Komisars dengan Pemeagang Saham, Direksi maupun pihak-pihak
terkait lainnya,

c) Menyediakan dalafinformasi yang diperukan oleh Dewan Komisans dan
Komite Audit di lingkungan Dewan Komisars yang berkaftan dengan
monitoring tindak lanjut hasi keputusan, rekomendasi dan arahan Dewan
Komisaris, bahan/mated yang bersifat  administrasi  mengenai
laporan/kegistan Direksi dalam mengelola Perusahaan dan dukungan
administrasi serfta montoring berkatan dengan hakhal vang harus
mendapatkan persatujuan atau rekomendasi dard Dewan Komisarnis
sehubungan dengan kegiatan pengelolaan Perusahaan yang dilakukan cleh
Direksi,

d} Mengumpulkan data-data teknis yang berasal dar Komite di lingkungan
Dewan Komisaris untuk keperuan Dewan Komisaris,

Rapat Dewan Komisaris
Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut -

1)

2)

3)

4)

Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan -dan diadakan secara berkala
sekurang-kurangnya sebulan sekall atau setiap waktu bila diperdukan,
Femanggilan rapal dilakukan sesual ketenfuan peraturan perundang-undangan
yang beriaku sehingga memungkinkan bagi seluruh Anggota Dewan Komisaris
untuk dapal hadir dalam rapal tersebul Panggilan Rapal tersebutl fidak
disyaratkan apabila seluruh Anggota Dewan Komisans hadir dalam Rapat,
Maten rapat diberikan sslambat-lambatnya 3 (tiga) harn sebelum tanggsl Rapat
bagi Anggota Dewan Komisars untuk mempalajannya,

Rapat Dewan Komisaris sah dan berhak mengambi keputusan yang mengikat
hanya jika dihadin labih dan ¥ (setengah) dari jumiah Anggota Dewan Komisans
atau diwakili dalam rapat tersebut,

15) Keputusan ., .,
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3)

€)

7

8)

12

Kepulusan rapat Dewan Komisarns harus diambil berdasarkan musyawarah dan
mufakat. Apabia hal ini tidak tercapal, maka keputusan diambil berdasarkan
suara setuju lebih dan % (setengah) dan jumiah suara yang sah dikeluarkan
dalam rapat Setap Anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu)
suara ditambah 1 (satu) suara untuk anggota Dewan Komisars yang diwakilinya,
Apabia jumiah suara yang sefuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka
keputusan rapat adalah yang sama dengan pendapat pimpinan rapat , kecuali
tentang din orang yang akan dipuluskan oleh Ketua Rapat dilakukan dengan
pemilihan secara tertutup,

Dalam setiap rapal Dawan Komisaris harus dibuat risalah yang berisikan hal-
hal yang dibicarakan ditandaiangani oleh Ketua Rapat dan okeh seluruh Angoota
Dewan Komisars yang hadir yang beris| hal-hal yang dibicarakan (lermasuk
pemyataan ketidak setujuan/dizsenting opinion Anggota Dewan Komisaris, jika
ada), keputusan/kesimpulan rapat. serta alasan ketidakhadiran anggota Dewan
Fomisaris, apabila ada,

Risalah rapat ditandatangani oleh Ketua rapat dan seluruh anggota Komisans
yang hadir dalam rapat Asl Risalah rapat Dewan Komisans disampaikan
kepada Direksi unfuk disimpan dan dipelihara, sedangkan Dewan Komisarns
manylmpan salinannya,

. Kinerja Anggola Dewan Komisaris
Kinarja Anggota Dewan Komisars dievaluasi secara barkala minimal setahun sekali,
berdasarkan Indikator Pencapaian Kinerja besera target-targeinya, dan disatujui
oleh RUPS,
3. DIREKSI
g  Wewenang Direksi

Direksi meampunyal wewenang sebagai berikut |

1)
2)

3)

4]

3

Menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan,

Mengatur panyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang
anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakil
Persaroan di dalam dan di luar pengadilan,

Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawsaian Persercan lermasuk
penetapan gaji. pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan |ain bagi Pegawai
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan penatapan
gaji, pensiun alau jaminan har fua dan penghasidan lain bagi pekerja yang
melampaui kewajiban yang ditstapkan pergturan perundang-undangan, harus
mendapat persetujuan terlabsh dahulu dar RUPS,

Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdesarkan peraturan
kepegawaian Perseroan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku,
Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan
maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikst Perseroan dengan pihak lain
dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakill Perseroan di dalam dan
di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-
pembatasan sebagamana dialur dalam peraturan perundang-undangan,
Anggaran Dasar Parseroan dan/atau keputusan RLUEPS.

. Tugas... ..
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b.  Tugas dan Kewsjiban Direksi

Tugas Direksi

Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan
untuk kepentingan Persercan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan
serta mewakill Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang
segala hal dan segala kejadian dengan pembatazan-pembalasan sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan, anggaran dasar Perseroan
daniatau Keputusan RUPS.

Kewajiban Direksi

1)

2)

al

b)

=

d)

&)

1

K]

'J

m)

Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegatan
Ferseroan sesuai dengan maksud dan tujuan sena kegiatan usahanya.
Menyiapkan pada wakiunya Rencana Jangka Panjang Perusahaan,
Rencana Kera dan Anggaran Parusahaan dan perubahannya sera
menyampaikan kepada Dewan Komisans untuk mendapatkan pengesahan
pada rapal Dewan Komisars selambat-lambatnya tanggal 15 September
dan 30 Oktober pada tahun sebelum tahun anggaran,

Maembuat daftar pemegang saham, dafiar khusus, risalah RUPS, dan
Risalah Rapat Direksi,

Membuat laporan tahunan sebaga wujud pertanggungiawaban pangurusan
Perserpan. sena dokumen kevangan Perseroan sebagaimana dimaksud
dalam Undang-undang tentang dokumen Perusahaan,

Menyusun Laporan Keuaangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan
dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk digudit,

Menyampaikan laporan tahunan termasuk laporan keuangan kepada RUPS
untuk disetujui dan disahkan, sera laporan meangenal hak-hak Parseroan
yang tidak tercatat delam pembukuan sntara lsin sebagal akibat
penghapusbukuan piutang,

Membenkan penjelasan kepada RUPS mangenail [aporan tahunan,
Menyampaikan neraca dan laporan laba rugl yang telah disahkan ocleh
RUPS kepada menter yang membidangi Hukum dan Hak Azasi Manusia
sasua dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Memelihara dan memeiihara ditempat kedudukan Perseroan; Daflar
Pemeqgang Saham, Daftar Khusus, Rizalah RUPS, Risaiah Rapat Dewan
Komisaris dan Risalah Rapat Direksl, Laporan Tahunan dan dokumen
keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan e ayat ini
dan dokumen Perseroan lainnya,

Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan
dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intem, terutama fungsi
pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan,

Memberkan laporan bearkala menurut cara dan wakiu sesuai dengan
katentuan yang beraku, serda laporan lainnya setap kali diminta oleh
Dewan Komisars dan/atau Pemegang Saham,

Menyispkan susunan orgenisasi Perseroan lengkap dengan perncian dan
tugasnya serla menyusun dan menetapkan bive print organisasi Perseroan,
Memberikan penjelasan fentang segaia hal yang ditanyakan atau yang
diminta Anggota Dewan Komisars Pemegang Saham.

i) Menjalankar.....
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n}y Menjalankan kewsjiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

e, Komposisi Direksi
Komposisi Direksi mengikuti keteniuan sebagal berikut |

1)

2)

k}

FPerseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang jumiahnys disesualkan
dengan kebutuhan Perseroan. Dalam hal Direksi terdiri atas lebih dan 1 {satu)
orang anggota Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Litama,
Antar para anggota Direksi dan antara anggota Direksl dengan anggota Dawan
Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga sampal dengan derajal ketiga,
baik menurut garis lunus maupun gans ke samping, fermasuk hubungan yang
timbul karena parkawinan,

Anggota Dirsksi dilareng memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebul |

8] Anggota Direksi pada Badan Ussha Milik Megara, Badan Usaha Milik
Caerah, Badan Usaha Milik Swasta,

b} Anggota Dewan Komisans/Dewan Pengawas pada Badan Lisaha Milik
MNegara,

¢l Jabatan strukiural dan fungsional lainnya pada instansitembaga pamerintah
pusat dan atau daerah,

d) Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-
undangan, pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legisiatif dan/atau
calon Kepala Daerah’wakil Kepala Dasrah; dan/atau,

e) Jabatan &in yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

d. Rapat Direksi
Rapat Direksi diselenggarakan dengan ketentuan sebagai bernkut

1)

2

3)

4)

Rapat Direksi diadakan secara berkala sekurang-kurangnya sebulan sakali atau
setiap wakiu bila diperlukan,

Dalam setiap rapat Direksi harus dibuat risalah Rapat yang ditandatangani oleh
Ketua Rapat Direksi dan seluruh anggota Direksi yang hadir, yang berisi hal-hal
yeng dibicarakan dan (termasuk pemyataan ketidaksetujuanidissanting opinion
anggota Direksi jika ada) dan hakhal yang dipuluskan, sera alasan
ketidakhadiran anggota Direksl, apabila ada,

Rapat Direksi dianggap sah apabila diadakan di tempatl kedudukan Perseroan
atau di tempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia,

Panggian rapat Direksl dilakukan secara ferfulis oleh anggota Direksi yang
berhak mewsakill Persercan dan disampaikan dalam jangka wakiu paling lambat
3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan atau dalam wakiu yang lebih singkat jika
dalam keadaan mendesak dengan tidak memperhtungkan tanggal pangagilan
dan tanggal rapat,

5} Rapat..._.

Fedoman Tata Kelole Pervsahaan wng Baik BT PINDAD [Perseso}
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5) Hapat Direksi sah dan barhak mengambil keputusan yang mengikat hanya jika
dihadiri oleh lebih dar % (setengah) dan jumish anggota Direksi atau diwakill
secara sah dalam rapat tersabut,

8) Semua rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama
tidak hadir atau berhalangan, maka salah seorang Direktur yang diunjuk secara
teriufis oleh Direkiur Utama yang memampin rapat Direksi.

71 Semua keputusan dalam rapat Direksi diambil dengan musyawarah uniuk
mufakat. Datam hal keputusan tidak dapat diambil dengan musyawarah mufakat,
maka keputusan diambil dengan suara ferbanyak biasa. Setiap anggota Direksi
berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambah 1 (satu) suara untuk angoota
Direksi yang drwakilinya,

8) Apabila suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, keputusan rapat
adaish yang sesuai dengan pendapat ketua rapat dengan tetap memperhatikan
ketentuan mengenai perfanggungiawaban.

Kinerja Anggota Direksi

FPenilaian kinerja Direksi (secara kolegal dan indnidu) dilakukan secara berkala

mimimal satahun sesual dengan ketentuan yang berlaku

4. HUBUNGAN ANTAR ORGAN PERSEROAN

Masing-masing Crgan Perseroan teiah memiliki fungsi dan wewenang yang

diberikan cleh undang-undang. Menghormati fungsi dan wewenang masing-masing

rmerupakan landasan hubungan yang dikembangkan oleh Perseroan. Dengan saling

menghormati fungsi dan wewenang masing-masing Organ Perseroan diharapakan

akan tercipta kerna sama dan sinergi yang positit bagi Perseroan sena semakin

memperbaiki implementasi GCG

Perseroan selalu mendorong agar setiap Organ Perseroan menjalankan tugas dan

fungsi dengan dilandasi pemenuhan pada ketentuan paraturan parundang-undangan

yang berlaku dan berujuan untuk meningkatkan nilai Pemegang Saham dalam

jangka panjang

Kebijakan-kebijakan Persercan terkail dengan hubungan aniar Organ Perseroan

adalah sebagal berikut :

1) Masing-masing Organ Perseroan harus berindak demi kebaikan kepeniingan
Ferseroan,

2} Masing-masing Grgan Persercan harus bertindak atas dasar kebersamaan demi
tercapainya tujuan Perseroan,

3} Masing-masing Orgen Perseroan harus saling menghargai dan menghormati
fungsi dan peranannya masing-masing,

4} Masing-masing Organ Perseroan harus berindak sesual fungsi dan perannya
masing-masing sesuai dengan anggaran dasar Persercan dan peraturan
perundang-undangan yang berdaku.

Fadoman Tata Kelots Panisanasn yang Badk BT FINDAD {Persara)
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BAB IV
KEBIJAKAN POKOK PERSEROAN

1. INTEGRITAS BISNIS

g

Lingkup kegiatan usaha Perseroan yang sangat eral bersinggungan dengan
masyarakat sekitar maupun lingkungan mengharuskan diterapkannya standar etika
tersebut. Standar etike yang diterapkan berdasarkan pada prinsip-prinsip GCG dan
budaya Perusahaan.

Dengan semakin berkembangnya lingkungan usaha menyadarkan Perseroan untuk
pantingnya secara aklif barparan dan berindak sebagai korporasi yang menjalankan
bismsnya secara bertanggung jawab. Disadar sepenuhnya oleh Persercan bahwa
hubungan yang baik dengan stakeholders dan peningkatan nial pemegang saham
dalam jangka panjang hanya dapai dicapai jika integritas bisnis selalu dijaga dan
ditingkatkan dalam setiap kegiatan bisnis perseman,

Persarocan selalu mendorong agar saluruh jajarannya mematuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan yang beriaku dalam menjalankan fungsinya bagi Perseroan
Sebaliknya, Persercan melarang seluruh jgjaren Perseroan dalam menjalankan

fungsi dan pekeraannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan yang baraku.

2, HUBUNGAN DENGAN PEMEGANG SAHAM

Pemegang seham tanpa meialui RUPS fidak boleh campur tangan dalam
pengurusan Perseroan. Termasuk pangedian campur tangan adalah tindakan atau
arahan yang secara langsung memben pengaruh terhadap findakan pengurusan
atau pengawasan Persercan atau terhadap pengambilan keputusan oleh Direksi
atau Dewan Komisaris, Ketenluan inl dimaksudkan untuk dapat mempertegas
independensi perseroan sebagai badan usaha sehingga akuntabilitas Direksi atau

Dewan Komisaris dapat menjadi (ebih baik dan jelas,

Agar hubungan dengan pemegang saham dapat teraln dengan baik dan memeanuhi

ketentuan peraluran perundang-undengan yang berlaku, maka Persengan

meneatapkan kebijakan terkait dengan Pemegang saham sebagi berikut -

1) Direksi harus memberikan informasi materal yang lengkap dan akural mengenai
Ferseroan kepada pemagang saham,

2) Direksi harus menyiepkan mekanisme RUPS yang memungkinkan pemegang
saham dapat hadir dalam RUPS dan memberikan suaranya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berdakuy,

3) Persercan harus menjamin agar pemegang saéham mendapatkan haknya sesuai
ketentuan anggaran dasar Parseroan, semua keputusan yang diambil secara
sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku,

4) Pamegang saham harus memenuhl kewajiban dan melaksanakan hak sesuai
anggaran dasar persercan dan peraturan perundang-undangan yang berdaku,

13, Hubungan... ..

Peifoiman Tata Keloa Perusshasan yang Beile T FINDAD (Persen)
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HUBUNGAN DENGAN STAKEHOLDERS

Perseroan menghormati hak stakeholders yang timbul berdasarkan peraturan
pemundang-undangan danfatau perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan
Pemegang Saham, Pelanggan, Pegawai. Pemasck, Kreditur serla masyarkat sekitar
tempat usaha Perseroan dan pamangku kepantingan lainnya.

Perseroan secara terus menerus membangun hubungan jangka panjang yang saling

menguntungkan dengan semua stakehbolders serta mengembangkan etika biznis
dengan memperhatikan kepentingan stakeholders termasuk kriteria kepuasannya.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

8.

B.

Perseroan menyadan sepenubnya pentingnya peranan Sekretaris Ferusahaan
dalam mempelancar hubungan antar Organ Persercan, hubungan antara Persercan
dengan stakeholders sera dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undsngan
yang beraku.

Untuk mendukung peranan tersebul, Persercan menetapkan dalam strukiur

organisas: Perseroan yaitu Sekretanis Perusahaan sebagai Pejabat 1 (satu) level di

bawah Diraksi,

Pembernentian dan pengangkatan Sekretaris Perusahaan dilakukan oleh Direkiur

Litama berdasarkan mekanisme intemal Perusahsan dengan persetujean Dewan

Komisaris,

Fungsi Sekretaris Perusahaan melputi:

1} Memastikan bahwa Persercan mematuhl peraturan tentang persyaratan
keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan,

2} Mamberkan inforrmasi yang dibutuhkan cleh Direksi dan Dewan Komisans
secara berkala dan/atau sewakiu-waktiu apabila diminta,

3} Sebagal panghubung (Faison officer); dan :

4) Menatausahakan serta menyimpan dokumen Persaroan, termasuk tetapi tidak
terbatas pada Daftar pemegang Saham, Daftar Khusus dan risatah rapat Direlsi,
rapat Dewan Komisaris dan RUPS.

Direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kuakas fungsi Sekretaris Perusahaan

STANDAR AKUNTANSI

Perseroan memiliki kebijakan untuk menyelenggarakan sistem skuntansi yang
sacara akural mereflsksikan satiap transaksi keuangan dan perubahan asel yang
terjadi, Perseroan menjamin bahwa hanya transaksi keuangan yang nil sgja yang
dicatal. Transaks! keuangan tersebut telah mendapatkan persetujuan manajemen
dan dicatat dengan benar dalam sistem akuntansi Perusahaan. Perserpan selalu
memastikan semua kebijgkan dan peraturan vang terkait dengan akuntansi merujuk
pada Pedoman Standar Akuntansi Keuangan yang berfaku.

Laporan Keuangan Perseroan selalu memual posisi keuangan, kinerja keuangan,
perubahan ekuitas dan arus kas sera catalan aias lsporan kevangan

Perseroan mengungkapkan dalam Laporan Keuangan Persercan berbagai informas!
yang relevan bagi pengguna laporan keuangan secara benpar dan akurat sesual
ketentuan dan standar akuntansi yang barlaku.

id. Agar....

Padaman Tata Kedala Perusahaan yang Baik PT FINDAD (Persera)
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Agar slendar skuntansi dapal diterapkan dengan baik dan memenuhi ketentuan

nternal maupun eksternal yang beraku, maka perseroan menetapkan kebijakan
terkait dengan standar akuntansi sebagail benkut |

1)

2)

3

4)

Perseroan akan selalu memperbaiki kebijakan akuntansi yang dimiliki agar
selalu sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku,

Setiap Jejaran Manajemen dan Pegawai yang bertanggung jawab atas fungsi-
fungsi keuangan harus memahami dan menjalankan kebijakan Persercan
bidang keuangan secara konsistan,

Setiap Jajaran Manajemen dan Pegawai yang bertanggung jawab atas fungss-
fungsi keuangan dilarang melakukan pencatatan transaksi palsu dalam semua
Jurnal,

Setiap Jajaran Manajemen dan Pegawal yang bertanggung jawakb atas fungsi-
fungsi keuangan sesual kebiakan klasifikasi informasi Perseroan maupun
peraturan perundang-undangan yang beraku.

6. PENGENDALIAN INTERNAL

Direksi menetapkan sistemn pengendalian intern Persercan yang efeklif untuk
mengamankan investasi dan asel Perseroan. Sistem pengendalian internal yang
ditetapkan maliput hal-hal sebagai benkut

1)

2

4}

4

el

Lingkungan pengendalian intern dalam Perusahaan yang dilaksanakan dengan

disiplin dan terstruktur, yang terdiri dan

a) Integritas, nilai etika dan kompetensi karyawan,

b} Filosofi dan gaya manajamean,

¢} Cara yang ditempuh mangjemen dalam melaksanakan kewenangan dan
tanggungjawabnya,

d} Pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia; dan

&) Perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi

Pengkajian terhadap pengelolaan risike usaha (risk assessment), yaitu suatu

preses untuk mengidentfikasi, menganalisis. menilal pengelolaan nsiko yang

relevan,

Aktivitas pengendalian, yatu tindakan-tindakan yang dilakukan dalam sustu

preses pengandaban terhadap kegistan Perusahaan pada setiap tingkat dan unit

dalam struktur organizasi BLIMN, antara lain mengenai kewenangan, olorisasi,

verfikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas, dan

keamanan lerhadap asel Perusahaan,

Sistem informasi dan komunikasi, yaitu suatu proses penyajian leporan

mengenal kegiatan operasional, finansial, sera ketaatan dan kepatuhan

terhadap ketentuan peraturan perundsng-undangan oleh BUMM,

Manitoring, yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian intern,

lermasuk fungsi internal audit pada sefiap tingkat dan unidl dalam strukiur

arganisasi BUMMN, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal.

Direksi menyusun ketenluan yang mengatur mekanisme pelaporan atas dugaan
penyimpangan pada Perseroan (Whistie Blowing Sysfem),

7. AUDITOR.....
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7. AUDITOR EKSTERNAL

)

Keberadaan Auditor Eksternal dirasakan kebutuhannya oleh Perseroan terutama

dalam meanyatakan pendapat tentang kewajaran, dalam samua hal yang matarial,

posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuilas dan arus kas sesual dengan prinsip
akuntansi yang bedaku umum di Indonesia. Pemyataan Auditor Eksternal
merupakan pendapat pihak kefiga yang independen mengenai kewajaran Laporan

Keuangen yang disampaikan kepada pemegang saham FPerseroan maupun

stakeholders lainnya menyangkul hal-hal yang material yang tercantum dalam

laporan keuangan tersebut,

Laporan Keuangan merupakan tanggung jawab Direksi Tanggung jawab Audior

Ekstemal adaftah untuk menyatakan pendapat atas Laparan Keuangan.

FPersercan dalam berhubungan dengan Audtor Eksternal menerapkan beberapa

prinsip sebagai barkut:

1) Auditor Ekstermnal ditunjuk oleh RLUPS, dan calon yang diajukan cleh Dewan
Komisans berdasarkan usul Komite Audit,

21 Komile Audit mefalui Dewan Komisaris menyampaikan kepada RUPS alasan
pencalonan tersebut dan besamya honorumdimibal jasa untuk Auditor Eksternal
lersebut,

31 Auditor Eksternal tersebut harus bebas dan pengaruh Dewan Komisans, Direksi
dan pihak yang berkepentingan di Persaroan,

4) Perseroan menyediakan semua catatan akuntansi dan data penuniang yang
diperlukan sehingga memungkinkan Auditor Eksternal  memberikan
pandapatnya tentang kewajaran, ketaat-azasan, dan kesesuaian laporan
keuangan Perseroan dengan standar akuntansi keuangan Indonesia

Panunjukan Auditor Ekslemnal (Kantor Akuntan Publik) yang sama harus dibatasi untuk
maksimum 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Penunjukkan Kantor Akuntan Fublik yeng
sama dapat dilakukan fagi untuk 3 (tiga) tahun buku berkutnya dengan
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdaku

8. MANAJEMEN MUTU

Persercan menetapkan sistem manajemen mutu secara konsisten dan ferpadu di
semua fungsi dengan memperhatikan efeldnitas bisnis dan kinera Perseroan sacara
ményeluruh dalam rangka paningkatan produktivitas dan daya saing.

Persercan memiliki kebijakan mutu yang meliputi aspek kepuasan pelanggan, mutu
produk, mutu proses, budaya mutu dan sadar mutu, peduli mutu serta tekad mutu.

Perserocan sefslu mengupayakan agar sistem manajemen mutu yang dimidiki dapat
terus berkembang sesual dengan tuntutan kebutuhan internal, pelanggan maupun
peraturan perundang-undangan yang berlaku,

/9. MANAJEMEN.....

Padaoman Tata Kelola Ferusahaan yarg Baik PT PINDAD [Perseno]
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11.

20

MANAJEMEN RISIKO

a

Direksi wajib meambangun dan melaksanakan program manajemen risiko

Ferusahaan secara terpadu sebagai bagian dari palaksanaan program Tata Keloia

Perusahaan

Dalam sefiap pengambilan keputusanfindakan, Direksl harus mempertimbangkan

reiko usaha,

Pelaksanaan program manaemen nsiko dapat dilakukan, dengan

1) Membentuk unit kerja tersendiri yang ada dibawah Direksi; atau

2] Member penugasan kepada unit kerja yang ada dan relevan untuk menalankan
fungszi manajemen resiko.

Cireksi wajib menyampaikan laporan profil manajemen risiko dan penanganannya

bersamaan dengan laporan barkala Parusahaan,

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

b.

Cireksi wajib membangun tata kelola teknologl informasi yang efektif untuk
mendukung terciptanya produk yang unggul dan kompettif

Direksi harus memastikan behwa perangkat-pemgkat dan sistem yang digunakan
dalam teknologi infermasi berada pada kualitas yang standsar.

Cireksi harus berupaya untuk menciplakan adanya inlegritas dalam menjamin
keamanan pengelolaan teknologi informasi yang terintegrasi dan handal.

Direksi meanyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola teknologi informasl secara
periodik kepada Dewan Komisarns.

Direksi wajib meanjage dan mengevaluasi kualtas fungsi tata kelola teknolog
informasl di Perusahaan,

PENGAWASAN INTERN

Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intem.

Pengawasan |ntern sebagaimana dimaksud pada butir & di atas dilakukan, dengan :

1) Membeniuk Satuan Pengawasan [niern; dan

2} Membual Piagam FPengawasan Intern.

Ssatuan Pengawasan |ntern sebagaimana dimaksud pada butir b di atas, dipimpin

oleh seorang kepala yang diangkat dan diberheniikan oleh Direkiur Utama

berdasarkan mekanisme intermnal Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisans,

Fungsi pengawasan Intem sebagaimana dimaksud pada a di atas, adaiah

1) Evaluasi stas efeklivitgs pelaksanaan pengendalian intern, mangemen risiko,
dan proses tata kelola perusaahaan, sesual dengan peraluran perundang-
undangan dan kebijgkan Perseroan,

2) Pemeriksaaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan,
operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.

Direks wajlb menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi pengawasan infern secara

periodik kepada Dewan Komisaris,

Direksl wajib menjaga dan mengevaluas kualitas fungsi pengawasan intermn di

pErsefnan.

A2. KESEHATAN.....
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12. KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3) SERTA PELESTARIAN

LINGKUNGAN

a, Perseroan dikelola dengan memperhatikan kesehatan dan kesslamatan kena seria
pelestarian lingkungan.

b, Asst dan lokasi usaha sera fasilitas Perseroan lainnya, memenuhl peraturan
parundang-undangan berkenaan dengan kesehatan dan keselamatan kerfa serta
pelestarian lingkungan,

€. Perseroan menetapkan prosedur dalam pengelolaan kesehatan dan keselamatan
kera serta pelestanan lingkungan

d Perusahaan menstapkan prosedur pananganan tanggap darural di Parseroan

13. KESEMPATAN KERJA YANG SAMA

Lireksi harus mempekarjakan, menetapkan besamya gaji, memberikan pelatihan,
menetapkan jenjang karir, serta menentukan persyaratan kera lainnya, lanpa
memparhalikan latar belakang etmik, agama, jenis kelamin, usia, cacat tubuh yang
dipunyai sesecrang, atau keadaan khusus lainnya yang dilindungi oleh peraturan
perundang-undangan

Direksi wajib menyediakan lingkungan kerja yang bebas darf segala beniuk tekanan
(pelecehan) yang mungkin timbul sebagai akibal perbedaan watak, keadaan pribadi,
dan latar belakang kebudayaan seseorang.

14. GRATIFIKAS! DAN DONASI

Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Perseroan dilarang memberikan
dan atau menawarkan, atau menerma, balk langsung maupun fidak kangsung,
sesualu yang berharga kepads atsu dar pelanggan stau secrang pejabst
Pemerintah untuk mempengaruhi atau sebaga Imbalan alas apa yang telah
diflakukannya dan tindakan |sinnys, sesual ketentuan perafuran perundang-
undangan.

Twdak temasuk dalam pengertian sebagaimana dimaksud pada butir a di atas, adaiah
pemberan insentf kepada karyawan atau pthak lain yang telah ditetapkan Perseroan
dalam rangka kepentingan Perseroan.

Persaroan wajib membuat suatu pedoman tentang perilaku etika (Code of Conduct)
yang pada dasarnya membuat nilai-nilai etika berusaha.

Direksi wajib menandatangani pakta integritas untuk tindakan transaksional yang
memeriukan persetujuan Dewan Komisars dan/atau RUPS

FPersercan dalem batas kepatuhan, hanya dapat memberikan donasi untuk amal atau
tujuan sosial sesual dengan peraturan perundang-undsngan.

5. KETERBUKAAN.....
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15. KETERBUKAAN DAN KERAHASIAAN INFORMASI

a

Oireksi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Perseroan mengungkapkan
informasi penting datam Laporan Tahunan dan Laporan Ketangan Perseroan sesusi
dengan peraturan perundang-undangan secara tepat wakiu, akurst, jelas dan
objektif,

Cireksi mengkomunikasikan kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan
Persarcan ke depan yang berpengaruh signifikan bagi pegawal,

Kecuali disyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran
Dasar dan/atau peraturan Perseroan, auditor eksternal, auditor internal dan Komite
Audit, serta komite lainnya jlka ada, harus merahasiakan informasi yang diperoteh
sewaklu melaksanakan tugasnya.

Cewan Komisarns dan Direksi bedanggung jawab kepada Perseroan untuk menjaga
kerahasiaan informasi Perseroan

Informasl yang berdasarkan ketentuan peraturan peundang-undangan dan/atau
ketertuan Perseroan merupakan informasi rahasia yang berkenaan dengan

Persercen, harus dirahasiakan sesuai dengan ketenfuan peraturan perundang-
undangan dan/atau ketentusn Perseroan.

16. AKSES INFORMASI

Cewan Komisans dan Direksi harus memastikan bahwa auddor ekstemal, audidor
infernal, dan Komite Audit serta Komite lainnya jika ada, memiliki akses terhadap catatan
akuntansi, data penunjang dan informasi mengenai Persercan, sepanjang diperukan
untuk melaksanakan tugasnya.

17. KEPEMILIKAN INFORMASI DAN INTANGIBLE ASSET

Informasi dan segale intangible asset termasuk hasi riset, teknologr dan hak atas
kekayaan intelektual yang dipercieh atas penugasan dan/stau atas beban Fersaroan
menjadi milik Perseroan yang harus dituangkan dalam perjanjian

18. PENGELOLAAN ASET

b,

Fengelolaan aset dilakukan berdasarkan pnnsip pemanfaatan teringgl dan terbaik
(optimalisasi) atas setiap asel Perusahaan (highest and bes! uses).

Pengelolaan aset harus ditujukan untuk memberikan keuntungan pada Perusahaan
dan stakeholders secara optimal, untuk menjaga, memeiihara dan meningkatkan
nilal, memperoieh keuntungan dan meningkatkan Retum On Assef (ROA) serta untuk
menygjikan informasi yang akurat dan tertib tentang kondisi aset, baik aspek fisik,
nitai, legal, pajak. asuransl maupun atribul asel lainnya sebagai dasar untuk
penyusunan strategi pemanfaatan aset secara opimal.

Direksi menetapkan kebijakan umum dan peraturan mengena pengelolaan asel
yang berlaku standar di saluruh Perusahaan dan Direksi menunjuk pejabat yang
berdanggung jawab stas pengelolaan setiap aset.

f19. PENGATURAN.....
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19. PENGATURAN UNTUK ANAK PERUSAHAAN (SUBSIDIARY GOVERNANCE)
DAN/ATAU PERUSAHAAN PATUNGAN

Perusahaan perlu mengatur kebijakan tata kelola anak Perusahaan (subsidiary
govemancs) dan Parusahaan patungan antara lgin mencakup: pengangkatan Dewan
Komisans dan Direksi, penetapan target kinerja dan penilaian kinerja serta insentif bagi
Dewan Komisans dan Direks:, Kebiiakan dimaksud ditetapkan melalui Keputusan Diraksi
setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris PT Pindad (Persero),

BAB V

SOSIALISAS] IMPLEMENTASI, EVALUAS|I DAN PENGUKURAN, PELAPORAN

PELANGGARAN PELAKSANAAN PEDOMAN

1. SOSIALISAS|I DAN IMPLEMENTASI

Persercan melakukan tahapan sosislisasi dan implementasi tehadap GCG Code

secara berkesinambungan. Kegiatan tersebut dilaksanskan oleh Fungsi GCG dan

dapal bekerja sama dengan satuan kerja lain di Perusahaan.

Kegiatan sosiafisasi dilakukan terhadap

1) Pihak Intermal Perseroan, dititik-beratkan pada adanya pemahaman GCG dan
timbulnya kesadaran dan kebutuhan untuk menerapkan GCG secara konzisten;
dan,

2) Pihak Eksternal, ditujukan untuk memberikan pemahaman tenlang cara kerja
sesual GCG yang beraku di Persercan

2. EVALUASI DAN PENGUKURAN PENERAPAN GCG

Persercan melakukan evaluasi terhadap GCG Code sesuai dengan perkembangan
bisnis Persercan dengan mengacu pada p&raturan-pmundang-undangan yang
beriaku.

Persaroan  wajib melskukan pengukuran tehadap penerapan Tata Kelola

Perusahaan dalam bentuk ;

1) Penilaian (assessmenf) yaitu program untuk mengidentifikasi pelaksanaan Tata
Kelola Perusahaan di Perseroan melalui pengukuran pelaksanaan dan
penerapan Tala Kelola Perusahaan di Persercan yang dilaksanakan secara
berkala sshap 2 (dua) tahun,

2) Evaluasi (review) yaitu program untuk mendiskripsikan tindak lanjut pelaksanaan
dan penerapan GCG di Perseroan yang dilakukan pada tahun benkuinya setalah
penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf b butir 1) di atas, yang meliputi
evaluasi terhadap hasil penilaian dan tindak lanjul atas rekomendasi perbaikan,

Sebelum pelaksanaan pendaian sebagaimana dimaksud pada huruf b di afas,

didahului dengan findakan sosialisasi Tata Kelola Perusahaan pada Perseroan,

Palaksanaan penilaian pada prinsipnya dilakukan oleh penilai {assessor) independen

yang ditunjuk olah Dewan Komisars melalui proses sesual dengan ketentuan

pengadaan barang dan jasa Persercan dan apabila diperlukan dapat maminta
bantuan Direisi dalam proses penunjukannys.

Apabila dipandang lebih efekif dan efisien, penilaian dapat dilakukan dengan

menggunakan jasa Instansi Pemernntah yang berkompeten di bidang GCG, yang

panunjukannya diakukan oleh Direksi melalui penunjukan langsung.

. Pelaksanaan.....
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Petaksanaan evalussi pada prinsipnya dilakukan sendid cleh Perseroan yang
bersangkutan (self asssessment), yang pelaksanaannya dapat didiskusikan dengan
gtau meminta bantuan (asistensi) oleh penila independen atau menggunakan jasa
Instansi pemerintah yang berkompeten di bidang GCG,

Pelaksanaan penilaian dan evaluasl dilakukan dengan menggunakan
indikator'parameter yang ditetapkan oleh Kepulusan Sekretaris Kementrnan Badan
Usaha Milik Negara dengan acuan sast ini adalah Noemor: SK-16/S.MBUI2012
tanggal & Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi stas
Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Bak (Good Corporale Govemance) pada
Badan Lisaha Milik Negara.

Dalam hal evaluasi dilskukan dengan bantuan penilaian independen atau
menggunakan jasa Instansi Pemernntah yang berfkompeten di bidang GCG, maka
penilai independen atau Instansi pemerintah yang melakukan evaluasi tidak dapat
meanjadi panilai pada tahun berikutnya.

Hasd pelaksanaan penilaian dan evaluasl dileporkan kepsds RUPS bersamasn
dengan penyampaian Laporan Tahunan,

Berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian yang dilakukan, dijakukan pengembangan
terhadap GCG Code dan perbaikan dar program implemenfasinya secara
berkesinambungan.

PELAPORAN PELANGGARAN

B,

Perseroan memberikan kesempatan kepada Jajaran Perseroan dan stakeholders

lainnya untuk dapat menyampaikan laporan mengenal dugaan pelanggaran terhadap

Fanduan Good Corporate Governance kepada Dirgkiur Utama melalui mekanisme

Sistern Pelaporan Pelanggaran sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bersama

Dewan Komisans dan Direksi. :

FPerseroan menyediakan media untuk pelaporan pelanggaran yaitu melalui email,

surat, tefepon, faximile, dan website yang ditentukan dan dijamin kerahasannya.

Penyediaan meda tersebut dimaksudkan untuk menyampaikan dugaan pelanggaran

terhadap GCG Code dan bukan uniuk menyampalkan keluhan pribadi pelapor,

Pelapor dapat mencantumkan secara jelas identitas diri, uraian permasalahan

dengan disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan agar memudahkan

investigasi selanjutnya.

Setap dentitas pelapor harus disebutkan secara jelas. Pelaporan anonim (tanpa

identtas) tidak ditindakianjuti.

Perusahaan akan memberikan sanksi bagi Pelapor yang ©

1} Membuka kerahasiaan komunikasi dan informasi yang timbul dalam proses
penanganan pelaporan.

2) Menyampaikan laporan yang tidak benar atau lasporan yang bersifat fitnah atau
palsu. Sanksi tersebut dilakukan sesual dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan/atau Peranjian Kerja Bersama Perusahaan

DEWAN KOMISARIS 4
PT PINDAD (PERSERO) -

ANDI
KOMISARIS UTAMA REICYOR UTAMA
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